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Nama Kebijakan : Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Revisi : Kedelapan
Tahun Revisi : 2020
Fatentiast Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Revist
N Hal Yang Direvisi (SRR 1L (Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa — Revisi)
(Yang Berlaku Saat Ini)
1. | Dasar/rujukan Kebijakan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 sebagaimana Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman
telah diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/ | Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik
2012. Negara.
Bagian 1
2. | Definisi “Anak Perusahaan BUMN" adalah: 2. “Anak Perusahaan BUMN” adalah:

a. perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN
yang bersangkutan.

b. perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN
lain.

c. perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan
saham BUMN minimum 90%.

a. perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN
yang bersangkutan, atau

b. perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN
lain, atau

¢. perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham
BUMN lebih dari 50%.

Bagian 2 angka 2 -

“Penunjukan Langsung” adalah metode Pengadaan Barang dan Jasa
dengan melakukan penawaran tertulis kepada satu calon Penyedia
Barang/Jasa.

12. “Penunjukan Langsung” adalah metode Pengadaan Barang dan Jasa
dengan melakukan penawaran tertulis kepada satu calon Penyedia
Barang/Jasa atau penunjukan langsung satu Penyedia Barang/Jasa
atau penunjukan melalui beauty contest

Bagian 2 angka 12

“Pembelian Langsung” adalah pembelian Barang tanpa melalui
pelelangan/pemilihan langsung berdasarkan kriteria atau kondisi
tertentu dengan nilai atau harga paling tinggi Rp25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah).

13. “Pengadaan Langsung” adalah pembelian Barang yang terdapat di
pasar berdasarkan kriteria atau kondisi tertentu dengan nilai atau harga
paling tinggi Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bagian 2 angka 13

.
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Ketentuan/
Hal Yang Direvisi

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
(SK-71/PPA/1119)
(Yang Berlaku Saat Ini)

Revisi
(Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa — Revisi)

“Pengadaan Barang/Jasa” adalah kegiatan pengadaan untuk
memperoleh  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan/Jasa
Lainnya dalam rangka mendukung kegiatan PPA.

14. “Pengadaan Barang dan Jasa” adalah kegiatan untuk memperoleh
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan/Jasa Lainnya dalam
rangka mendukung kegiatan PPA yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan.

Bagian 2 angka 14

“Perusahaan Terafiliasi BUMN” adalah perusahaan yang sahamnya
minimum 90% dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan
Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN
dengan BUMN

19. “Perusahaan Terafiliasi BUMN™ adalah perusahaan yang sahamnya
lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan
Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN
dengan BUMN.

Bagian 2 angka 19

Belum diatur.

20. “Seleksi” adalah metode pengadaan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultan,

Bagian 2 angka 20

Belum diatur.

21. “Tender” adalah metode pengadaan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Bagian 2 angka 21

“Pelelangan Umum” adalah metode Pengadaan Barang/Jasa yang
diumumkan melalui media massa, website PPA dan/atau media
pengumuman lainnya dan dapat diikuti oleh semua calon Penyedia
Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan.

22, “Tender Umum atau Seleksi Umum” adalah metode Pengadaan
Barang dan Jasa yang diumumkan melalui media massa, website PPA
dan/atau media pengumuman lainnya dan dapat diikuti oleh semua
calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk
mengikuti Tender/Seleksi.

Bagian 2 angka 22

“Pelelangan Terbatas™ adalah metode Pengadaan Barang/Jasa dengan
melakukan penawaran tertulis kepada beberapa pihak terbatas
sekurang-kurangnya 5 (lima) calon Penyedia Barang/Jasa.

23.“Tender Terbatas atau Seleksi Terbatas™ adalah metode Pengadaan
Barang dan Jasa dengan melakukan penawaran tertulis kepada beberapa
pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) calon Penyedia Barang/
Jasa.

Bagian 2 angka 23

“Pemilihan Langsung” adalah metode Pengadaan Barang/Jasa
dengan melakukan penawaran tertulis kepada sedikitnya 3 (tiga)
calon Penyedia Barang/Jasa.

Dihapus, disesuaikan dengan jenis/metode pengadaan sesuai dengan
PER-08/MBU/12/2019
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Hal Yang Direvisi (Yang Berlaku Saat Ini) (Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa — Revisi)
3. | Prinsip Pengadaan Barang | Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk | a. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk
dan Jasa mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat
dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara
secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk
Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang
signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost ownership.
Bagian 3.1 angka l.a
Belum diatur. f.  Terbuka, berarti Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua
Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat.
Bagian 3.1 angka 1.f
4. | Penggunaan produk dalam | Belum diatur. 2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan
negeri produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional,
serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga,
dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian 3.1 angka 2
5. | Sinergi BUMN Dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pada angka | di atas, | 3. Pelaksanaan Pengadaaan Barang dan Jasa dapat melakukan sinergi

pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa mengutamakan sinergi antar
BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi
BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau
perekonomian.

antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan

Terafiliasi BUMN.
Bagian 3.1 angka 3

6. | Pengadaan Jangka Panjang

Untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu)
tahun atau multi-year, maka dapat dilakukan pengadaan 1 (satu) kali
untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan
kebutuhan Pengguna Barang/lasa sepanjang kualitas, harga, dan
tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal dilakukan
pengadaan multi-year, maka perlu diperhatikan masalah penyesuaian
harga/biaya (kenaikan/penurunan) yang disesuaikan dengan kondisi
pasar dan best practice yang berlaku

3. Pengadaan Barang dan Jasa jangka panjang dapat dilakukan antara lain
untuk:

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau
lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran,

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan
untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling
lama 3 (tiga) Tahun Anggaran,

c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang, atau

d. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun.

4. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa jangka panjang sebagaimana
dimaksud pada angka 3 di atas, apabila diperlukan dapat dibuat formula
penyesuaian harga tertentu (price adjustment) baik untuk kenaikan
maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan best
practices yang berlaku

Bagian 3.3 angka 3 dan 4
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7. | Penyedia Barang/Jasa

Belum diatur.

h. Penyedia Barang/Jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai
dengan bidang usaha dari Penyedia Barang/Jasa bersangkutan.

Bagian 3.5 angka 1.h

8. | Metode Pengadaan Barang
dan Jasa

Metode Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan cara:

a.

o a0 o

Pelelangan Umum.
Pelelangan Terbatas.
Pemilihan Langsung.
Penunjukan Langsung.
Pembelian Langsung.

2. Metode Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara:
a. Tender Umum atau Seleksi Umum.
b. Tender Terbatas atau Seleksi Terbatas.
c. Penunjukan Langsung.
d. Pengadaan Langsung.

Bagian 3.7 angka 2

9. | Metode Pemilihan
Langsung

Pemilihan Langsung dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat
kesepadanan/ kesetaraan di antara calon Penyedia Barang/Jasa,

setidaknya mengenai

kapasitas sumber daya, lingkup dan

kompleksitas pekerjaan, serta perkiraan kemampuannya.

Pemilihan Langsung dapat diselenggarakan dalam hal:

a.

C.

Jumlah calon Penyedia Barang/Jasa yang tersedia yang diyakini
mampu melaksanakan penyediaan Barang/Jasa terbatas dan tidak
memenuhi jumlah minimal yang disyaratkan pada Pelelangan
Terbatas, dan/atau

Pelaksanaan penyediaan Barang/Jasa mengandung muatan
kompleksitas atau sensitifitas yang khusus (misalnya antara lain
pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, menggunakan
peralatan yang didesain khusus), dan/atau

Kebutuhan penyediaan Barang/Jasa dalam waktu yang mendesak.

Dihapus, disesuaikan dengan jenis/metode pengadaan sesuai dengan
PER-08/MBU/12/2019

Persyaratan Penunjukan
Langsung

Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila memenuhi minimal
salah satu persyaratan berikut:

b.

Barang/Jasa tersebut mempunyai sifat khusus sehingga hanya
dapat diperoleh dari satu Penyedia Barang/Jasa saja (Barang/Jasa
bersifat spesifik).

Apabila pengadaan dengan metode Pelelangan Umum atau
Pelelangan Terbatas atau Pemilihan Langsung telah 2 (dua) kali
dilakukan namun tidak ada peserta pengadaan yang memenuhi
kriteria atau tidak ada yang mengikuti pengadaan, meskipun
ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan telah memenuhi
kewajaran.

5. Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila memenuhi minimal
salah satu persyaratan berikut:

b. Hanya terdapat satu Penyedia Barang/Jasa yang dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan Pengguna Barang/Jasa
(user requirement) atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

d. Apabila pengadaan dengan metode Tender/Seleksi Umum atau
Tender Terbatas/Seleksi Terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan
namun tidak ada peserta pengadaan yang memenuhi kriteria atau
tidak ada yang mengikuti pengadaan, meskipun ketentuan dan
syarat-syarat yang ditetapkan telah memenuhi kewajaran.
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m. Pengadaan Jasa di bidang hukum meliputi konsultan
hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan
sebelumnya untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum
dari pihak tertentu kepada PPA yang sifat pelaksanaan pekerjaan
dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

n. Penyedia Barang/Jasa adalah BUMN atau Anak Perusahaan
BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, sepanjang Barang
dan/atau Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan
dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi
BUMN dan/atau usaha kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas,
harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan serta
dimungkinkan dalam peraturan sektoral.

m. Pengadaan konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk
menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan
pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

n. Penyedia Barang/Jasa adalah BUMN atau Anak Perusahaan
BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, sepanjang kualitas,
harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang
dan/atau Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan
sesuai dengan bidang wusaha dari Penyedia Barang/Jasa
bersangkutan.

Bagian 3.7 angka 5

Pengadaan Langsung

Pembelian Langsung dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

6. Pengadaan Langsung dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

Bagian 3.7 angka 6

12. | Sanggahan dari Calon
Penyedia Barang/Jasa

3. Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu
selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diumumkannya
pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih
dahulu

6. PPA wajib menyampaikan keputusan atas sanggahan (menerima
atau menolak) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan. Keputusan PPA
ini bersifat final

3. Sanggahan dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa maksimal dalam
jangka waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman pemenang
atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih dahulu.

6. PPA wajib menyampaikan keputusan atas sanggahan (menerima atau
menolak) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal
diterimanya pengajuan sanggahan

Bagian 3.11 angka 3 dan angka 6

Pengadaan Gagal

Pelaksana Pengadaan menyatakan Pengadaan Barang dan Jasa
melalui metode Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas gagal
apabila terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. Pelaksana Pengadaan menyatakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui
metode Tender Umum atau Seleksi Umum atau Tender Terbatas
atau Seleksi Terbatas gagal apabila terjadi salah satu kondisi sebagai
berikut:

Bagian 3.12 angka 1
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Ketertuan/ Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Revisi
Ne; Hal Yang Direvisi GREESILL) (Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa — Revisi)
(Yang Berlaku Saat Ini)
14. | Pembayaran Barang/Jasa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa tertentu, dapat diberikan uang | 5. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa tertentu, dapat diberikan uang muka
muka atau istilah lain yang disamakan dengan nilai maksimum 30% atau istilah lain yang disamakan dengan nilai maksimum 50% (lima
(tiga puluh persen) dari nilai Kontrak. Pembayaran uang muka lebih puluh persen) dari nilai Kontrak. Pembayaran uang muka lebih dari
dari 30% atau pembayaran dimuka 100% (seratus persen) hanya 50% atau pembayaran dimuka 100% (seratus persen) hanya boleh
boleh dilakukan secara khusus dan selektif untuk Pengadaan Barang dilakukan secara khusus dan selektif untuk Pengadaan Barang dan Jasa
dan Jasa yang secara best practice harus dilakukan pembayaran yang secara best practice harus dilakukan pembayaran sekaligus
sekaligus dimuka atau pengadaan yang membutuhkan modal di awal, dimuka atau pengadaan yang membutuhkan modal di awal, misalnya
misalnya untuk  Pengadaan Jasa asuransi, Jasa Event untuk Pengadaan Jasa asuransi, Jasa Event Organizer/Pameran, dll.
Organizer/Pameran, dll. .
= Bagian 3.14 angka 5
15. | Delegation of Authority Istilah: Diganti dengan istilah:
(DOA) Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung dan | Tender Umum, Seleksi Umum, Tender Terbatas, Seleksi Terbatas dan
Pembelian Langsung Pengadaan Langsung
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Nomor: SK-23/PPA/0420

KEPUTUSAN

DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

TENTANG

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang dan jasa di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
(“Perusahaan’) dan dalam rangka menerapkan tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), telah
ditetapkan Keputusan Direksi Nomor SK-71/PPA/1119 tanggal
4 November 2019 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
(“SK-717);

bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara telah menetapkan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
(“PER-08/MBU/12/20197);

bahwa guna menyesuaikan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
dengan PER-08/MBU/12/2019 dan perkembangan kegiatan
pengadaan barang dan jasa, maka dipandang perlu untuk
melakukan perubahan atas isi Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa yang merupakan lampiran SK-71;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa tersebut dalam suatu Keputusan Direksi:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
4756);

3. Peraturan.../2

Sampoerna Strategic Square, North Tower 9™'- 12" fI. JI. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930

Telp. [62-21] 5798 2222 (hunting) - Fax. [62-21] 5798 2233 - Website : www.ptppa.com
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B,

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian
Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero)
di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 130);

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha
Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;

Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
Surat Keputusan Direksi Nomor SK-53/PPA/0919 tanggal

11 September 2019 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan
Pengelola Aset (Persero);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
(PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA.

Pasal 1

Direksi Perusahaan dengan keputusan ini menetapkan Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa dan Kewenangan Persetujuan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (Delegation of
Authority) sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2.../3

Sampoerna Strategic Square, North Tower 9"~ 12" f1. JI. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930
Telp. [62-21) 5798 2222 (hunting) - Fax. [62-21] 5798 2233 - Website : www.ptppa.com
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Pasal 2
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan pedoman bagi satuan kerja terkait di
Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 3
Pada saat keputusan ini berlaku, maka Surat Keputusan Direksi Perusahaan Nomor
SK-71/PPA/1114 tanggal 4 November 2019 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau
kembali atau diubah apabila dipandang perlu oleh Direksi Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2020

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

r

Iman Rachman
Direktur Utama

Sampoerna Strategic Square, North Tower 9'"- 12'" fI. JI. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930
Telp. [62-21] 5798 2222 (hunting) - Fax. [62-21] 5798 2233 - Website : www.ptppa.com
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PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara
efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan akuntabel serta memenuhi prinsip tata
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), PT Perusahaan Pengelola
Aset (Persero) (“PPA”) telah menyusun Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
telah diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik
Negara, maka perlu dilakukan revisi atas Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (yang
merupakan revisi kedelapan).

Tujuan penyusunan Kebijakan ini adalah:

— Sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan pengadaan
barang dan jasa.

— Sebagai dasar penyusunan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang
lebih rinci dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yang disusun oleh
satuan kerja yang menangani kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Ruang lingkup Kebijakan ini meliputi:
a. Prinsip, etika dan pakta integritas dalam pengadaan barang dan jasa.

b. Jenis pengadaan, pengguna, pelaksana pengadaan, tim evaluasi, serta penyedia
barang/jasa.

c. Metode pengadaan barang dan jasa, harga perkiraan sendiri, dan metode evaluasi
penetapan pemenang.

d. Sanggahan dan pengadaan gagal.
e. Kontrak, serah terima dan pembayaran barang/jasa.
f. Administrasi dan pelaporan.

Kebijakan ini tidak berlaku untuk pengadaan/penunjukan jasa Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit laporan keuangan PPA mengingat pengadaan/penunjukan
Kantor Akuntan Publik yang dimaksud mengacu pada Anggaran Dasar PPA.
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II. ISTILAH DAN DEFINISI

L.

10.

“Aanwijzing” adalah rapat yang diadakan oleh Pelaksana Pengadaan untuk
memberikan penjelasan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tentang ketentuan
pengadaan dan/atau spesifikasi/ruang lingkup Barang/Jasa yang akan dilakukan
pengadaan.

“Anak Perusahaan BUMN" adalah:

a. perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang
bersangkutan, atau

b. perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain, atau

c. perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih
dari 50%.

“Barang” adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

"Daftar Rekanan Penyedia Barang/Jasa ("Daftar Rekanan™)” adalah daftar yang
memuat data dan keterangan tentang Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan sebagai
rekanan PPA melalui proses seleksi berdasarkan persyaratan tertentu sehingga layak
untuk mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa.

“Harga Perkiraan Sendiri ("HPS™)” adalah suatu harga/nilai yang ditetapkan sebagai
acuan atau dasar untuk menentukan pejabat yang berwenang menyetujui usulan
Pengadaan Barang dan Jasa, konfirmasi ketersediaan anggaran, dan menetapkan
pemenang pengadaan.

“Jasa™ adalah setiap bentuk layanan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan
PPA.

“Jasa Konsultan™ adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware).

“Jasa Lainnya” adalah jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,
dan/atau keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal
luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultan dan Pekerjaan Konstruksi.

“"Kontrak™ adalah perikatan atau perjanjian tertulis antara PPA dengan Penyedia
Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

“Pakta Integritas™ adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pelaksana
Pengadaan dan Tim Evaluasi yang berisi ikrar bahwa Pengadaan Barang dan Jasa
dilakukan secara independen, pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati
demi kepentingan perusahaan, menghindari terjadinya benturan kepentingan, serta
mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ipt
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11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

“Pekerjaan Konstruksi” adalah keseluruhan atau sebagian pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya.

“Penunjukan Langsung™ adalah metode Pengadaan Barang dan Jasa dengan
melakukan penawaran tertulis kepada satu calon Penyedia Barang/Jasa atau
penunjukan langsung satu Penyedia Barang/Jasa atau penunjukan melalui beauty
contest.

“Pengadaan Langsung” adalah pembelian Barang yang terdapat di pasar berdasarkan
kriteria atau kondisi tertentu dengan nilai atau harga paling tinggi Rp25.000.000.,-
(dua puluh lima juta rupiah).

“Pengadaan Barang dan Jasa” adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultan/Jasa Lainnya dalam rangka mendukung kegiatan PPA
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan.

"Pejabat Berwenang Memutus ("PBM™)” adalah pejabat PPA yang memiliki
kewenangan untuk membuat keputusan atau memberikan persetujuan atas kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa atau pejabat PPA yang berwenang menandatangani
dokumen-dokumen dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

“Pengguna Barang/Jasa™ adalah pihak/satuan kerja yang mengajukan permintaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan/Jasa Lainnya sehubungan dengan
kebutuhan tertentu bagi kelancaran tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab
pihak/satuan kerja tersebut.

“Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa (“Pelaksana Pengadaan™)” adalah pihak yang
bertugas melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa mulai dari penyusunan
dokumen pelaksanaan pengadaan sampai dengan ditetapkannya pemenang
Pengadaan Barang dan Jasa serta melakukan pelaporan atas proses Pengadaan Barang
dan Jasa.

“Penyedia Barang/Jasa™ adalah badan usaha atau orang perseorangan atau Instansi
Pemerintah/Badan Layanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan/Jasa Lainnya.

“Perusahaan Terafiliasi BUMN™ adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50%
dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau
gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.

“Seleksi” adalah metode pengadaan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultan.

“Tender” adalah metode pengadaan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.
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22. “Tender Umum atau Seleksi Umum™ adalah metode Pengadaan Barang dan Jasa yang
diumumkan melalui media massa, website PPA dan/atau media pengumuman lainnya
dan dapat diikuti oleh semua calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi
untuk mengikuti Tender/Seleksi.

23. “Tender Terbatas atau Seleksi Terbatas” adalah metode Pengadaan Barang dan Jasa
dengan melakukan penawaran tertulis kepada beberapa pihak terbatas sekurang-
kurangnya 2 (dua) calon Penyedia Barang/Jasa.

24. “Tim Evaluasi” adalah tim yang bertugas melakukan evaluasi/penilaian atas
penawaran yang diajukan oleh calon Penyedia Barang/Jasa dalam suatu proses
Pengadaan Barang dan Jasa.

III. KETENTUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.1 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

a. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan
hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan
dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya
didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang
memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan fotal cost ownership.

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang
telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan.

c. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia
Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang
sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang
dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil
evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta
Penyedia Barang/Jasa yang berminat.

e. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon
Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat.

f. Terbuka, berarti Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia
Barang/Jasa yang memenubhi syarat.

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

aQ

h. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam
negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi
usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
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